
 
 
 

 

PROVINSI BANTEN  

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 42 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PANDEGLANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 
Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

SALINAN 



Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 6757); 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010         
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006    
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal   nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 
Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 



 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN      PENDAPATAN    DAN      BELANJA  DAERAH             
TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula 
sebesar Rp2.708.384.517.229,00 bertambah sebesar Rp118.212.099.414,00 
sehingga menjadi Rp2.826.596.616.643,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. semula   Rp2.708.384.517.229,00 

b. bertambah/(berkurang)   Rp118.212.099.414,00 

Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan  Rp2.826.596.616.643,00 

2. Belanja Daerah 

a. semula       Rp2.772.055.536.872,00 

b. bertambah/(berkurang)    Rp141.280.281.675,00 

Jumlah belanja Daerah setelah perubahan  Rp2.913.335.818.547,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. penerimaan pembiayaan 

1) semua       Rp64.261.019.643,00 

2) bertambah/(berkurang)    Rp23.068.182.261,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp87.329.201.904,00 

b. pengeluaran pembiayaan 

1) semula   Rp590.000.000,00 

2) bertambah/(berkurang)   Rp- 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  Rp590.000.000,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan   Rp86.739.201.904,00 

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp- 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024; 



2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2024; 

3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi 
Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD pemberi 
Hibah Tahun Anggaran 2024; 

4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi 
Hibah berupa Barang yang diterima serta SKPD pemberi 
Hibah Tahun Anggaran 2024; 

5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD 
pemberi Bantua Sosial Tahun Anggaran 2024; 

6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta 
SKPD pemberi Bantua Sosial Tahun Anggaran 2024; 

7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan 
Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD 
pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024; 

8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD 
pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024; 

9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi  
Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten  Tahun 
Anggaran 2024; 

10. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi  
Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa  Tahun 
Anggaran 2024; 

11. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan 
Tahun Anggaran 2024; 

12. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan 
Tahun Anggaran 2024; 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

Ditetapkan di Pandeglang,   

pada tanggal 9 Oktober 2024                     

BUPATI PANDEGLANG, 

 

                                                                                    cap/ttd 

 

 

IRNA NARULITA 

 

Diundangkan di Pandeglang,  

pada tanggal 9 Oktober 2024              

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

                              cap/ttd 

 

 

ALI FAHMI SUMANTA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 42 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,  

 

 

 

 

 

 
 

 

          M.MURYANTO,SH 
    Nip. 19661005 200212 1 003 


